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ABSTRACT

The dowry that must be given by a husband to his wife is the property he has or something
of value, while the assets resulting from illicit business whose ownership is not clear, the
legality of the dowry given is also unclear. Based on the above background, the author
wishes to examine more deeply about the provisions of the dowry in marriage according to
the view of al-Shafi‘iyyah figh and the consequences if the husband pays the dowry with
illicit assets. The goal to be achieved is to find out the provisions of the dowry in marriage
according to the perspective of al-Shafiiyyah figh and the law of paying the dowry of
illicit assets and their consequences. This research was conducted in a qualitative research
type with a descriptive approach. Based on the results of the study, it can be concluded that
the position of the dowry in marriage according to al-Shafi‘iyyah figh, is a reward for the
benefits of a wife, which can be used as a dowry are goods that are legally traded, namely,
holy, owned, and valuable, the mention of dowry in Marriage according to al-Shafi'iyyah
figh perspective is circumcised, so marriage is valid even if the dowry is not mentioned in
the contract, because something circumcised cannot affect the validity of a contract,
because circumcision mentions the dowry in the contract for perfection. The law of paying
dowry with illicit assets according to al-Shafi'iyyah figh is invalid, the consequences
caused by paying dowry with illicit assets are that the husband is required to pay the dowry
of the mitsil, if the illicit property that is used as the dowry has been determined in the
contract by mentioning its characteristics or with isyarah, while if the dowry is not
specified in the contract, but only mentions the type, then it must be replaced with lawful
assets. The damage to the dowry mentioned in the contract cannot affect the continuity of
the contract, because the dowry according to al-Shafi'iyyah figh is not part of the pillars of
marriage.

Key Words: Overview of Syafi‘iyyah Figh, Legality of Dowry, Invalid Money.

ABSTRAK

Mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah harta yang ia miliki
atau sesuatu yang berharga, sedangkan harta hasil dari usaha haram yang tidak jelas
kepemilikannya maka tidak jelas pula legalitas terhadap mahar yang diberikan tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji terlebih
dalam tentang ketentuan mahar dalam perkawinan menurut pandangan figh al-Syafi iyyah
serta akibat yang ditimbulkan jika suami membayar mahar dengan harta haram. Tujuan
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yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui ketentuan mahar dalam perkawinan
menurut perspektif figh al-Syafi iyyah serta hukum membayar mahar dari harta haram
serta akibatnya. Penelitian ini dilakukan dalam jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
kedudukan mahar dalam perkawinan menurut figh al-Syafi iyyah, adalah balasan terhadap
manfaat dari seorang istri, yang dapat dijadikan mahar adalah barang yang sah
diperjualbelikan, yaitu, suci, dimiliki, serta berharga, penyebutan mahar dalam perkawinan
menurut perspektif figh al-Syafi iyyah adalah disunatkan, maka sah nikah sekalipun mahar
tidak disebutkan dalam akad, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat mempengaruhi
sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan menyebut mahar dalam akad untuk
kesempurnaan. Hukum membayar mahar dengan harta haram menurut figh al-Syafi iyyah
adalah tidak sah, akibat yang ditimbulkan karena membayar mahar dengan harta haram
adalah suami diwajibkan untuk membayar mahar mitsil, jika harta haram yang dijadikan
mahar telah ditentukan dalam akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan
isyarah, adapun jika mahar tidak ditentukan dalam akad, akan tetapi hanya disebutkan
jenisnya saja, maka harus menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan mahar yang
disebutkan dalam akad, tidak dapat memberi pengaruh terhadap keberlangsungan akad,
karena mahar menurut figh al-Syafi iyyah bukanlah bagian dari rukun pernikahan.

Kata Kunci: Tinjauan Figh Sydfi‘iyyah, Legalitas Mahar, Uang Haram.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin hubungan
dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh dapat mempererat tali
hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Agar terjalin sebuah hubungan yang
harmonis dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan maka perkawinan harus
didasari dengan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh suami istri maupun orang tua. Tanpa
kasih sayang maka tujuan perkawinan akan sangat sulit tercapai, bahkan banyak kasus
perceraian diakibatkan oleh ketidak harmonisan atau percekcokan dalam berumah tangga
(Karimuddin, 2014) sehingga kehidupan terbina atas kesendirian yang harus menanggung
beban hidup sendiri. (Karimuddin, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, 2014)

Membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang harus diperhatikan antara lain
adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan
adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar. Mahar yang diberikan kepada
seorang istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin
melangsungkan perkawinan (al-Zuhaily, t.t). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-
Qur’an surat al-Nisa’ berikut ini:

¢ Z. - 8 Ao 2 sou
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Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
(Al-Nisa’ [4] : 4)

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun,
karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti
diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke
dalam syarat perkawinan (Syarifuddin, 2007). Ulama figh mendefinisikan mahar sebagai
harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai
imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (Daly, 1993). Mahar adalah sesuatu
yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai
seluruh anggota badannya (Ghazaly, 2006). Hukum memberikan mahar itu adalah wajib
dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada
istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak laki-laki yang memberikan mahar
kepada istrinya dengan tanpa memperdulikan sumber dari harta tersebut, bahkan
sebahagian masyarakat yang sudah bergeluti dengan profesi dan pekerjaan yang haram,
dengan tanpa ragu-ragu untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dengan hasil dari
usaha haramnya. Mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah harta
yang ia miliki atau sesuatu yang berharga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji
terlebih dalam tentang ketentuan mahar dalam perkawinan menurut pandangan figh al-
Syafi’iyyah serta akibat yang ditimbulkan jika suami membayar mahar kepada istrinya

dengan harta haram.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dengan sebaik-baiknya dalam penelitian ini, penulis
menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghadirkan data deskriptif, baik kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau
pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik ilmiah, manusia
sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif,
lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk mendeskipsikan
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hukum membayar mahar dari uang haram menurut perspektif figh al-Syafi iyyah. Adapun
dalam memecahkan masalah ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu
pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya atau normatifnya.
Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh
dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam nash (Nata,
2008). Adapun dalam jurnal ini pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan
menggali lebih jauh mengenai hukum membayar mahar dari uang haram dengan
didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh ulama al-Syafi iyyah

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang paling utama ialah kata-kata dan
data-data seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam
dua bagian yaitu: sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung).
Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah
beberapa kitab figh mazhab Syafi’i. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis
gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur an dan Terjemahnya dan buku-buku yang
relevan dengan pembahasan ini.

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu
dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan.
Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan
pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya materi yang
dibahas. Suharsimi arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah metode penelitian
dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,
prasasti dan notulen rapat (Arikunto, 1997).

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menyusun jurnal ini yaitu analisis
kualitatif dengan pendekatan instrumen induktif, yaitu peneliti berusaha untuk
menganalisis produk pemikiran para ulama figh al-Syafi iyyah tentang hukum membayar

mahar dari uang haram serta, kemudian disimpulkan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Mahar
Kata Mahar berasal dari bahasa Arab yaitu Al-mahr, jamaknya muhur dan
muhurah. Asal katanya ialah mahr sedangkan pemakaian katanya ialah amhara li al-
mar-ati yang artinya ia memberikan mahar (maskawin) kepada seorang perempuan
(Yunus, 1999). Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya “Al-fighu ‘ala Mazahib Al-
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Arba’ah” memberikan definisi mahar sebagai berikut:
(Al-Jaziriy, 2 #1S ) 4y edas iy L plicin) AL 5 ALK sie 8 5l all Cany (53 JWal o
. 1976)
rtinya: “Nama harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan pada saat ‘aqad
nikah, sebagai imbalan untuk bersenang-senang dengannya, dan kerana jadinya

wathi syubhah atau wathi pada nikah fasad”.
Untuk pengertian yang sama digunakan juga kata-kata sinonim (muradif) Al-Mahar
yaitu Al-Shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba’, ‘uqr, ala’ig, thaul, dan nikah. Allah SWT

berfirman pada surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

T
Z7,
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Artinya: “Berikan maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai suatu

pemberian dengan penuh kerelaan”... (An-Nisa’ [4] : 4).

Firman Allah SWT selanjutnya pada surat An-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi:
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Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa’ [4] : 24).

Menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat tentang redaksinya, tetapi maksud
dan tujuannya adalah sama. Ulama Syafi iyyah, mendefinisikan mahar sebagai berikut:

. (al-Zuhaily, t.t)) sed gy Cisity sl edas o) 2l o s Lo il
Artinya: “Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya ‘aqad nikah atau watha’ atau karena
merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)”.

Dari definisi-definisi di atas, tampak bahwa jenis atau bentuk-bentuk lain selain
harta termasuk dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa
ayat Al-Qur’an dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang
(harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Jika berbentuk barang atau
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harta, disyaratkan haruslah barang tersebut berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau
harga, halal lagi suci. Sedangkan bila maharnya berbentuk jasa atau manfaat, maka
disyaratkan harus dalam arti yang baik.

Dari beberapa pengertian mahar yang telah disebutkan, maka pada dasarnya mahar
adalah pemberian wajib dari setiap calon suami kepada istri yang melalui pemberian mahar
itu dapat menghalalkan terjadinya hubungan suami istri. Jadi, mahar itu benar-benar
menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak
walinya. Mahar yang diberikan oleh laki-laki (suami) terhadap istri adalah sudah menjadi
hak mutlak bagi istri yang tidak dapat diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain terkecuali
berdasarkan keizinan atau kerelaan istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Para ulama telah menyepakati bahwa hukum memberi mahar atau maskawin itu

adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:
a. Al-Quran

Dalam surat An-Nisa’ ayat 4 disebutkan:
//,/,a‘ /,;, iss N Y U S
~~~~~ on§3 “"“w‘u"vﬁu‘kdb 42 sas el gl

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
(An-Nisa [4] ’: 4).

Jihat dilalah dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah memerintahkan pada
suami-suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai
dengan garinah yang menunjukkan kepada hukum sunat atau mubah, maka ia
menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar hukumnya wajib bagi suami untuk
diberikan kepada istrinya, karena tidak ada garinah yang memalingkan dari makna wajib
kepada makna yang lain.

Dari segi lain, nihlah dalam ayat di atas juga bermakna Al-Faridhah Al- Wajibah
(ketentuan yang wajib). Dengan begitu, makna ayat adalah: “dan berikanlah kepada
wanita (istrimu) mahar sebagai sebuah ketentuan yang wajib”. Pemberian tersebut juga
sebagai tanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam, di samping jalinan yang

seharusnya menaungi rumah tangga yang mereka bina. Namun demikian, seandainya istri
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merasa suka atau rela memberikan kepada suaminya sesuatu dari maharnya tanpa merasa
dirugikan dan tanpa unsur paksaan atau tipuan, maka suami boleh mengambil atau
menggunakan pemberian itu dengan senang hati dan tidak ada dosa bagi suami untuk
mengambil serta menerimanya.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai
kedudukan seseorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya yaitu hak
untuk menerima maskawin. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada colon istri,
bukan kepada wanita lainnya atau siapa saja, meskipun sangat dekat hubungan dengannya.
Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, bahkan oleh suaminya sendiri,
kecuali dengan ridha dan kerelaan istri sendiri.

Di kalangan masyarakat, telah menjadi suatu tradisi yang dijalankan secara turun
temurun yaitu, bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi
dibarengi pula dengan anekaragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan,
pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain sebagai penghargaan dari calon suami
kepada colan istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya (Al-Jaziriy, 1976).

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 20:

T

7’1 [ B
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka
janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata”. (An-Nisa’ [4] : 20).

Firman-Nya lagi dalam surat An-Nisa’ ayat 21:

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (Surat An-Nisa’ [4]
2 21).
Dalam ayat di atas disebutkan, bahwa mahar ini wajib diberikan kepada istri
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sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata “mahar”. Ia merupakan jalan yang menjadikan
istri senang hatinya dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya, seperti
firman Allah SWT seperti berikut:

@ - v—éJy G Toaied L‘-’Ju"-’-’u‘-‘»@-ﬂaxﬁ’ JE LT Je 2553 Je)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”... (An-
Nisa’ [4] : 34).

Kemudian pada ayat 24 surat An-Nisa’ Allah SWT juga berfirman:

2 - g

“ £ - ) s oo
u‘v_%!.]'.);‘ LA(,KJJ}l F’i’;/l;'f&T,/‘:s, ’é}n.}',’jig’uy/lfw‘&f"“ ,}IB

2
;/} L s g5 A

Y) 4.\4_:]9\/,&))} u,byuw.a;w(;m‘w WJ"QM(’Q}‘L")"*’

Q}LA&LMLcQ IS IJTMJL@,&;;MVKJ}.’CC;

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-

budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-

Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari

istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri

yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. (An-Nisa [4] : 24).

Al-istimta’ dalam ayat di atas artinya bersenang-senang dan Al-ita’ mencakup
pengertian memberikan dan mengharuskan. Sedangkan Al-ujur bisa diartikan dengan
mahar. Mahar dinamakan dengan ajr (upah), karena ia merupakan upah atau imbalan dari
kesediaan bersenang-senang. Jadi makna yang terkandung dalam ayat ini, (Seperti yang
dikemukakan oleh Mujahid dan lain-lain) adalah: Manfaat dan kesenangan yang diperoleh
seorang laki-laki dari seorang wanita (istrinya) ketika melakukan hubungan suami istri

yang disahkan melalui jalur pernikahan dan memberikannya dalam bentuk mahar. Perintah
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di sini cukup tegas menunjukkan kepada hukum wajib, sebab tidak ada sama sekali
garinah yang memalingkan kepada makna lain seperti mubah atau sunat (al-‘Abbas, t.t).
Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT mengatakan, wanita maupun di
antara wanita-wanita yang dihalalkan bagi kalian (kaum laki-laki) untuk kalian kawini,
maka berikanlah imbalannya, yaitu maskawin yang telah kalian wajibkan sebagai imbalan
dari kenikmatan yang kalian rasakan itu. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah,
bahwa ketika Allah SWT memberikan kepada kaum laki-laki hak untuk mengatur wanita,
hak untuk memimpin rumah yang mereka tempati, dan hak menggauli istrinya. Sebagai
konsekuensinya, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki untuk memberikan hak istrinya
sebagai bentuk balasan atau penghargaan yang akan menyenangkan dirinya dan menjamin
terwujudkan keadilan antara istri dan suami.
3. Syarat Sah Mahar
Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki (suami) terdapat seorang calon istri
adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau dihilangkan, bahkan tidak dapat
pula kurang dari syarat-syarat yang telah ditentukannya. Para fugaha dalam hal ini
menetapkan bahwa syarat-syarat mahar tersebut adalah:
a. Benda yang halal dan suci
benda yang akan dijadikan mahar harus benar-benar terhindar dari unsur-unsur
haram, karena itu mahar harus boleh dimiliki atau diperjual belikan atau dimanfaatkan.
Dalam kitab Al-Fighu ‘ala Mazahib Al-Arba’ah disebutkan:
Db 3 AadY LAY a3 (Y Al adll gy 3l pedlily (Bl aay Db 4y g EEY) may 3_alk o5 O
. (Al-Jaziriy, 1976)4eluy) day il
Artinya: “Bahwa keadaan suci, sah dimanfaatkan dengannya, maka tidak sah mahar
dengan minuman keras, babi, darah, dan bangkai karena yang demikian itu tidak
ada harganya menurut pendapat syariat Islam”.
Tidak dibenarkan benda-benda yang disebutkan di atas seperti minuman keras,
babi, darah dan bangkai sesuai menurut penjelasan Al-Qur an surat Al Maidah ayat 3, yang

berbunyi:
S PP Jﬂujﬂ;t r‘ﬁf“‘“ z,;;ﬂ{,ﬁ@;;}

Artinya: “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu
(binatang) yang disembelih atas nama selain Allah SWT dengannya”... (Al-
Maidah [5] : 3).
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Dari pengertian ayat di atas dan hubungannya dengan kutipan yang
mengharamkannya mahar dengan benda yang tidak bermanfaat menurut Islam, maka dapat
diambil perhatian bahwa segala benda yang haram untuk dipergunakan atau dimanfaatkan
haram pula dijadikan mahar.

b. Benda yang berharga

Di samping tidak dibolehkannya mahar dengan benda-benda yang telah
diharamkan dalam Islam, mahar juga tidak dibenarkan dengan benda-benda atau sesuatu
yang tidak ada harganya, seumpama sampah, biji buah-buahan, buah buahan yang busuk
dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Fighu ‘ala Mazahib Al-Arba’ah
sebagai berikut:

. (Al-Jaziriy, 1976) » (1 42eS 4l 4aBY 6l sy oy D8 A alle Yla (5555 )
Artinya: “Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar
dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum”.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahawasanya mahar tidak dibenarkan dengan
sesuatu benda yang tidak ada harga atau nilai, meskipun benda tersebut halal. Karena
demikian itu terlalu mempermudah, seharusnya mahar tersebut hendaklah yang dipandang
baik sebagaimana menurut pemahaman yang dapat diambil dari surat Al-Bagarah ayat 267
yang berbunyi:

z
-85

T Bl G e el 0 Gl
Artinya: “Hai orang —orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik”... (Al-Bagarah [2] : 267).
c. Benda yang dimiliki
Di samping mahar tersebut sesuatu (benda) yang halal dan berharga, mahar juga
harus benda yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diserah kepada pengantin perempuan
tersebut, dengan demikian mahar tidak boleh seperti burung yang terbang di udara atau
ikan di laut yang belum dimiliki. Hal ini dijelaskan juga dalam kitab Al-Fighu Islamiy Wa
Adillatuhu sebagai berikut:
. (al-Zuhaily, t.t)leggd s 2 LS H2a V5 Bl dae 4d §ga B8 ) jall (e aley ()
Artinya: “Bahwa benar mahar itu terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang
hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta
yang sesat (unta yang tidak ada di depan mata) atau sesuatu yang serupa

keduanya”.
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Kutipan di atas menunjukkan tidak sah dijadikan mahar benda yang bukan
miliknya, seperti barang titipan orang kepadanya dan tidak sah juga menjadikan mahar
kalau tidak sanggup menyerahkannya, seperti miliknya yang telah dirampas orang dan

tidak sanggup mengambilnya kembali.

4. Mahar Perspektif Figh al-Syafi’iyyah

Mahar atau emas kawin bukan merupakan rukun dalam melaksanakan akad nikah,
akan tetapi mahar bagian dari konsekuwensi hukum dan tuntunan akad nikah yang benar,
menurut figh al-Syafi’iyyah setiap barang yang berharga dan boleh dijadikan sebagai
bayaran dalam jual beli, maka benda tersebut boleh dijadikan sebagai mahar dalam
perkawinan. Hal ini sebagaimana al-‘Alamah Abi Bakr ‘Usman bin Muhammad Syaththa
al-Dimyathi al-Bakri menyebutkan dalam kitabnya /’anah al-Thalibin berikut ini:

Ge 4n g Al el Gl Joahy Y ey die 8 Lage 43S dasal (B ) 5 Blua 45 S oa B 458 a lagg
. (al-Bakri, 2000)4xza 5=l
Artinya: “Setiap barang yang sah dijadikan sebagai harga barang, maka sah hukumnya
dijadikan sebagai mahar, sekalipun hanya sedikit karena sah dijadikan sebagai
alat tukar, maka jika dilakukan akad nikah dengan mahar barang yang tidak
berharga, maka tidak sah yang disebutkan dalam akad karena telah keluar dari

kategori alat tukar”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut ulama figh
al-Syafi’iyyah ketentuan mahar dalam perkawinan adalah setiap barang yang boleh
dijadikan bayaran dalam jual beli, sekalipun nilainya hanya sedikit. Jika dijadikan mahar
dalam perkawinan sesuatu yang tidak berharga maka hukumnya yang disebutkan dalam
akad itu adalah tidak sah.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi dalam
kitabnya, Raudhah Al-Thalibin sebagaimana berikut ini:

D et gl (Blaa mea) bl adag 3 48 Gy Gb Blaal) 4 4niall 58 3 Ll Giny (s s L)
(al-Haitami, 2000)<238 as 5 dxdl &1 5 5 3] 538 J salay B8y Y La g J sale
Artinya: “(Setiap barang yang sah dijadikan mabi’) maksudnya tsamnan karena mahar
diserupakan dengan tsaman, yaitu diperdapatkan syarat-syarat yang telah lalu,
(sah hukumnya dijadikan sebagai mahar), maka tidak dianggap jika disebutkan

yang tidak berharga”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa mahar sesuatu yang

diwajibkan dalam perkawinan, karena mahar merupakan nilai yang harus dibayar kepada
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istri, sebagaimana halnya harga barang dalam jual beli, akan tetapi mahar bukanlah sebuah
rukun dalam pernikahan, sehingga mahar tidak mesti disebutkan dalam akad nikah, hal ini
juga sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawi berikut ini:
gliaiu¥) dia alaeV1 2 gaiall ¥ 5 all 3 Gl aanall DA (IS 8 US el Gal rilanal) JB
ol Y ; e sl () pal) Bpandh e 2SI e8] gm0 Lagd s I A8 55 can i
(Al- el (8 Elaa alea Jla aoal 5l laie 5 L (58 o Dla L IS e ax Glaall ud & gl il
Nawawi, 1991)
Artinya: “Al-Ashhab berkata: “mahar bukanlah bahagian dari rukun nikah, beda halnya
dengan mabi’ dan tsaman dalam jual beli, karena tujuan utama dari pernikahan
adalah bersenang-senang dan yang berkenaan dengannya, hal ini terdapat pada
suami istri, maka keduanya adalah bahagian dari rukun nikah, maka dibolehkan
kosong akad nikah dari penyebutan mahar, akan tetapi menyebutkan mahar
dalam akad nikah disunatkan, untuk menghindari perselisihan, kemudian mahar
itu tidak ada ukuran yang tertentu, akan tetapi setiap benda yang dapat dijadikan
barang jualan, alat penukar ataupun ongkos, boleh dijadikan sebagai mabhar,
sekian”.

Menurut pandangan ulama figh al-Syafi iyyah penyebutan mahar dalam akad nikah
adalah hal yang disunatkan, sebagaimana Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya
Raudhah al-Thalibin berikut ini:

Ayl 535 & Lidinl) die alac Y1 3 gaaiall (Y aall 8 el 5 asall CaMa (S 3 LS el ud Hlaal) J8
(Al-Nawawi, 4iens Caiuall (81 ¢ pgall e o A1 3] Hoad (oSN Legd (s il 38 58
1991)
Artinya: “Berkata ulama mazhab al-Syafi’i, mahar bukanlah sebagai rukun dalam
pernikahan, berbeda dengan barang yang dijual dan harga barang, karena tujuan
penikahan yang utama adalah untuk bersenang-senang dan ikutannya, hal ini
diperoleh dengan suami istri, maka keduanya dijadikan rukun nikah, maka
dibolehkan tidak meyebut mahar dalam akad nikah, akan tetapi menyebutkan

mahar dalam akad nikah adalah disunatkan™.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ramli dalam kitab Nihayah berikut
ini:

Al Lail 5 da saadll adal 45V 5 8 4l Lo A gl #1S5 4y Dl g 4k WSS g o) 85 0¥ (il 3 dpans ()
. (al-*Abbas, t.t) SIS Lagd (pun 55 o sy I3 g 4Bl o) 5 ¢ Uiainl) alae V) (i il Y an
Artinya: “Disunatkan melakukan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi

SAW tidak pernah melakukan akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar dan
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agar tidak menyerupai dengan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya
kepada Nabi SAW, serta untuk menghindari dari perselisihan. Tidak wajib
menyebutkan mahar, karena tujuan penikahan adalah untuk bersenang-sengan
dan yang semisal dengannya, hal ini dapat diperoleh dengan adanya suami istri,

maka keduanya dijadikan sebagai rukun pernikahan”.
Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-haitami dalam kitabnya Tuhfah

al-Muhtaj berikut ini:

(al-Haitami, 2000)g L\ (sl 8 4iansd) 3o Lo (Ao ouny il g s 35 (8 o) (0w

Artinya: “Disunatkan menyebutkan mahar dalam akad nikah sekalipun menikahi dengan
hamba sahaya berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan”.
Imam al-Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya Majmu’ ‘Ala Syarh al-
Muhadzdzab sebagaimana berikut ini:
(Al-de sadll adol 45 5 8 4l Leuds Ll gl) #1S5 andy il die #1S Jag ol 2 4 (4 28) sy )
Nawawi, Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhadzdzab, 1991)
Artinya: “Disunatkan melakukan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi
SAW tidak pernah melakukan akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar dan
agar tidak menyerupai dengan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya
kepada Nabi SAW, serta untuk menghindari dari perselisihan”.
Abi Zakaria bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari menyebutkan dalam kitabnya Fath
al-Wahab bi Syarh Manhaj al-Thullab, sebagaimana berikut ini:
A a4l Lo A 51 #1S5 a4y DT aie WalSs Jag a1 88 0¥ o S5 (e (sl Aie o 3DUA) o S 5 il 86 483y
(al-Anshari, 2000)alw 5 4ile
Artinya: “Disunatkan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan dimakruhkan tidak
menyebutkan mahar, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan akad nikah
dengan tanpa menyebutkan mahar dan agar tidak menyerupai dengan pernikahan
wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW”.
Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Asna
al-Mathalib sebagaimana berikut ini:
dogadll adal A5 # A lpudi dalgd) LS Ay My e I Jay o) # Al (4 i) i)
(Muhammad, 2000)
Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi
Muhammad SAW tidak pernah tidak menyebutkan mahar dalam akad
pernikahan, juga agar tidak menyerupai dengan akad nikah perempuan yang
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menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, begitu juga penyebutan mahar
dapat menghindari dari perselisihan”.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj
sebagaimana berikut:

(al-# Al L Al gl) 1S5 4y DTy e guadll] wdal Y 5 e LalSs iy ol 85 45Y (Sl 8 dianss ()
Syafi’i, 2000)
Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi
Muhammad SAW tidak pernah tidak menyebutkan mahar dalam akad
pernikahan, penyebutan mahar juga dapat menghindari dari perselisihan, juga
agar tidak menyerupai dengan akad nikah perempuan yang menyerahkan dirinya

kepada Rasulullah SAW™.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj
sebagaimana berikut:

(al-Syafi’i, 2000)\es e 5 Jsiall 5 52 ) slall 42 7 pa LaS Al Sl ae (ST ¢ Laaly (430 0 531A8) 520 5)
Artinya: “Dibolehkan dalam akad nikah tidak menyebutkan mahar dengan ijma’, akan
tetapi hukumnya makruh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-mawardi

dan al-Mutawali serta selain keduanya”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Asna
al-Mathalib sebagaimana berikut ini:

(Muhammad, 2000)Glaall daans e Jall 4] Aa) S delea o J&
Artinya: “Dinukilkan dari satu golongan fugaha’, makruh hukumnya tidak menyebutkan
mahar dalam akad nikah”.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyebutan mahar
dalam perkawinan bukanlah sesuatu yang mesti dilakukan, karena penyebutan mahar
dalam akad nikah hukumnya adalah sunat, sedangkan tidak meyebutkan mahar dalam akad
nikah hukumnya makruh menurut satu golongan ulama figh al-Syafi iyyah.

Sebagaimana halnya dalam melakukan suatu tundakan pasti akan menimbulkan
akibat dan efek yang menjadi konsekuensinya, begitu juga penyebutan mahar dalam akad
nikah akan menimbulkan pengaruh atau akibatnya terhadap suami atau pernikahan mareka.
Diantara akibat yang ditimbulkan dari penyebutan mahar dalam perkawinan adalah suami
wajib membayar mahar yang disebutkan dalam akad nikah.

Dengan penyebutan mahar dalam akad nikah juga dapat terhindar dari perselisihan
dikemudian hari. Sebagaimana Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Raudhah
al-Thalibin berikut ini:
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(Al-Nawawi, Raudhah Al-Thalibin, 1991)g | yill sk 43 4tecs Caaiadl) (K1
Artinya: “Akan tetapi menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah disunatkan untuk
terhindar dari perselisihan dikemudian hari”.
Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Asna
al-Mathalib sebagaimana berikut ini:
(Muhammad, 2000)%e seadll xdsl 43y

Artinya: “Penyebutan mahar dapat menghindari dari perselisihan”.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj
sebagaimana berikut:
(al-Syafi’i, 2000)de sadll xial 45Y Nall 8 albansi (o

Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena
penyebutan mahar dapat menghindari dari perselisihan”.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebutan
mahar dalam akad nikah adalah disunatkan, kemudian suami wajib memberikan kepada
istrinya mahar yang telah disebutkan dalam akad, jika yang telah disebutkan bisa dijadikan
sebagai mahar, hikmah penyebutan mahar dalam akad nikah dapat menghindari dari
perselisihan tentang mahar di kemudian hari.

Mahar dalam perkawinan adalah sesuatu yang mesti dipenuhi oleh seorang calon
suami, dalam hukum syara’ ukuran mahar yang diberikan adalah sesuatu yang berharga,
sekalipun harganya murah, seperti seperangkat alat shalat ataupun menghadiahkan seubuah
Al-Qur an. Sedangkan penyebutan mahar dalam akad nikah menurut pandangan figh al-
Syafi’iyyah adalah sesuatu yang disunatkan, nikah sah sekalipun mahar tidak disebutkan.

Ulama figh al-Syafi’iyyah menetapkan hukum sunat menyebutkan mahar dalam
akad nikah, mareka berdalil kepada perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang senantiasa
menyebutkan mahar dalam akad nikah dirinya begitujuga saat menikahkan anaknya. Hal
ini sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imrani
al-Yamani al-Syafi’i dalam kitabnya al-Bayan fi Mazhabi al-Imam al-Syafi i berikut ini:
T Vs ogie Al oy 4l (e haal 2 550 Al 8 Ll () o) W 2 S sie 8 Glaall ey o aaiualls

* (Salim, 2000) (sl 8 slass (3laay V) (gic 4l oaza ) 4y (e Jaa]
Artinya: “Maka sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam perkawinan karena sebuah
riwayat, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan seorang

istri, juga tidak pernah menikahkan anaknya, melainkan dengan meyebutkan
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mahar dalam akad nikah”.

Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, juga menyebutkan dalam
kitabnya Nihayah Al-Muhtaj sebagaimana berikut ini:

(al- Abbas, t.t)4ke ISi Jay ol alu s aide 4 s ai
Artinya: “Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan tiada menyebutkan
mahar”.

Khatib al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya Mughni Muhtaj sebagaimana
berikut ini:

(al-Syafi’i, 2000)4ic LalSs Jay Al 28 3Y (dal) & 4bens (o)
Artinya: “Disunatkan menyebut mahar dalam akad nikah, karena Nabi Muhammad SAW
tidak pernah menikah dengan tiada menyebutkan mahar”.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut figh al-
Syafi’iyyah bahwa yang menjadi landasan hukum sunat menyebutkan mahar dalam akad
nikah adalah perbuatan Rasulullah SAW sendiri disaat beliau menikah dengan istri-
istrinya, begitu juga Rasulullah SAW juga menyebutkan mahar disaat beliau menikahkan
putrinya.

5. Legalitas Mahar dari Harta Haram dan Akibat Hukumnya

Mahar yang diberikan kepada istri adalah balasan terhadap manfaat yang diberikan
oleh istri dibalik pernikan, sebagaimana halnya dalam jual beli, harga barang merupakan
balasan yang diberikan oleh pembeli kepada pemilik barang terhadap barang yang
dimilikinya. Barang yang sah diperjual belikan harus memenuhi ketentuan dan criteria
tertentu, diantaranya adalah barang yang dijual harus miliknya sendiri, memiliki harga,
bukan najis dan barang haram, begitu juga iwadh sebagai balasannya. Hal ini juga
diberlakukan pada mahar sebagai iwadh atau balasan terhadap manfaat yang berikan oleh
istri setelah pernikahan, sebagaimana Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam kitabnya
Mugni al-Muhtaj berikut ini:

Oy ¥ an ) AL 8 adiy ol L DL i ) S dadia 5l L ol lie Lasaa ) Liage (Lase) 43S (ea L) JS
(al-.Jiadl ead aa s Apandll Cad Jsaiay Jiliy Vi Jsaly ¥ Lay 23 8 3Ol Yl (Blan) 405 (ma)
Syafi’i, 2000)

Artinya: “Setiap barang yang sah dijadikan sebagai barang jualan harga atau barang,
barang tertentu ataupun hutang, atau manfaat, banyak ataupun sedikit, selama

tidak sampai kepada batas yang tidak berharga, maka hukumnya sah untuk
dijadikan sebagai mahar, selain itu tidak sah dijadikan sebagai mahar, jika akad

nikah dengan mahar barang yang tidak berharga atau tidak bisa ditukarkan
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dengan barang yang berharga, maka hukumnya mahar yang disebutkan dalam
akad tidak sah, serta harus membayar mahar mitsil”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jika dijadikan mahar
sesuatu yang tidak sah diperjual belikan seperti harta haram, hukumnya tidak sah dijadikan
sebagai mahar, maka terhadap suami diwajibkan untuk menggantikan dengan yang
lainnya. hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya Tuhfah
berikut ini:

sl aale 28 Lasd ) Uil 5 S5 Ly ddia 5y 7 e (s sl a5l 5ed) LeaSs S asley Y L (LeaSs)
(al-Haitami, 2000) Sl o185 4l slusdl (e g 2 5) 4de
Artinya: “Jika menikahi seorang perempuan dengan mahar yang bukan miliknya, seperti
menikah dengan mahar arak, atau orang merdeka atau harta rampasan baik
disebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan diisyarat saja, baik laki-laki tersebut
mengetahuinya atau tidak, wajib ia membayar mahar mtsil, karena tidak sah

yang disebutkan dalam akad serta masih kekal iakatan nikah”

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa membayar mahar
dengan harta haram adalah tidak dibenarkan menurut figh al-Syafi’iyyah serta dapat
berakibat mahar yang dibayarkan tersebut tidak sah menurut figh al-Syafi iyyah, jika mahar
dari harta yang haram tersebut disebutkan dalam akad dengan sifat-sifatnya atau dengan
isyarah, maka mahar tersebut tidak dianggap serta suami wajib membayar mahar mitsil
kepada istrinya, karena mahar yang disebutkan tidak sah, sedangkan akad nikah telah
berlangsung secara sah. Hal ini juga disebutkan oleh Khatib al-Syarbini dalam kitabnya
Mugni al-Muhtaj sebagaimana berikut:
sy s SO Lay ddiagy iy ol ol 10 lBaalS ddiay alg 4] LET o) g (Qisare sl ja Sl ey Lass)
JsY1 3 Yo 435S olamly dpantll sl g S daial jeda) 3 (Jiall g cang) Al @lslan of 385 5l juaaS

(al-Syafi’i, 2000)<dall & = 550 \Sley S

Artinya: “Jika menikahi seorang perempuan dengan mahar arak, atau orang merdeka atau
harta rampasan, sama hal nya diisyarahkan kepada barang tersebut, seperti
“maharnya yang ini”, ataupun disebutkan sifat-sifatnya, atau lainnya seperti

perahan anggur, budak atau milik orang lain, maka diwajibkan untuk membayar

mahar mitsil menurut pendapat yang kuat, karena nikahnya sah, sedangkan

mahar yang disebutkan tidak sah, karena tidak dianggap sebagai harta pada

contoh yang pertama dan kedua, serta bukan milik suami pada contoh yang

ketiga”.
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Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab Asna al-Mathalib sebagaimana berikut
ini:

Al J ey Y Ly e 0 (W)5) s (o Lald gl el ST Uil 585 O s WS (Ol I s (s e (8)
(Muhammad, 2000)3ua sl) e 4 s A (Al Ciaud) 4l aaal
Artinya: “Jika dilakukan akad nikah dengan mahar sekurang-kurang dari barang yang
berharga, maka hukumnya dibolehkan, sebagaimana boleh dijadikan untuk harga
suatu barang, karena ditunjuki oleh hadis Rasulullah SAW “Berikanlah
sekalipun cicin dari besi”. Jika akad nikah dilakukan dengan mahar barng yang
tidak berharga karena sedikit, ataupun karena tidak dianggap sebagai harta,
maka hukumnya yang disebutkan dalam akad tidak sah, karena keluar dari pada

kategori barang yang bisa dijadikan sebagai penukar”.

Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab Nihayah sebagaimana berikut ini:
dale 385 Jadh agl) L3l o] S3 LS dbin 0 - peal ) gas (igeaia 5 n Sl jed) Leas (IS aslay Y Ly (LeaSs)

(al-*Abbas, t.t)z 1S el s dpandll sbudl (Jie e in5) 4l
Artinya: “Jika seorang menikah dengan mahar sesuatu yang tidak sah dimiliki, seperti
menikah dengan mahar arak, atau orang merdeka, atau barang rampasan, baik
disebutkan sifatnya dalam akad atau hanya dengan ditunjuki, diketahui status
barang tersebut ataupun tidak, hukumnya wajib membayar mahar mitsil, karena

tidak sah yang disebutkan serta akad nikah masih kekal”.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawianan adalah barang yang sah untuk
diperjualbelikan, sehingga harta haram tidak dapat dijadikan sebagai mahar dalam
perkawinan menurut figh al-Syafiiyyah, karena harta haram tidak sah untuk
diperjualbelikan.

Menurut figh al-Syafi iyyah, akibat membayar mahar dengan harta haram adalah
jika mahar dari harta haram disebutkan dalam akad nikah baik dengan cara disebutkan
sifat-sifatnya ataupun diisyarahkan kepada barang tersebut, maka hukumnya mahar yang
disebutkan dalam akad tersebut tidak sah, akibatnya suami diwajibkan untuk membayar
mahar mitsil kepada istrinya. Jika yang disebutkan dalam akad adalah besarnya mahar
akan dibayar kepada istri, kemudian suami membayar kepada istrinya dengan harta haram,
maka hukumnya tidak sah, serta harus menggantikannya dengan harta yang halal.

Sedangkan akad nikah yang dilakukan dengan mencukupi syarat dan rukun adalah

sah menurut figh al-Syafi iyyah, rusaknya mahar yang disebutkan dalam akad, karena yang
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dijadikan mahar harta yang diharamkan, tidak berakibat kepada batal atau rusaknya akad
pernikahan, karena mahar bukan bahagian dari rukun dalam akad nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka yang dapat
dijadikan mahar dalam perkawinan menurut figh al-Syafi iyyah adalah barang yang dapat
diperjualbelikan, yaitu, suci, milik sendiri, serta berharga, penyabutan mahar dalam
perkawinan menurut perspektif figh al-Syafi’iyyah adalah disunatkan, maka sah nikah
sekalipun tidak disebutkan mahar, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat
mempengaruhi sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan untuk kesempurnaan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah menurut figh al-Syafi iyyah dapat memberi
pengaruh kepada suami untuk wajib membayar mahar yang telah ia sebutkan, tidak dapat
lagi berubah menjadi mahar mitsil, melainkan jika mahar yang ia sebutkan tidak sah,
karena bukan barang berharga atau lainnya. Begitu juga penyebutan mahar dalam akad
nikah dapat berpengaruh agar tidak terjadinya perselisihan antara pihak suami dan istri
dikemudian hari.

Akibat yang ditimbulkan kerana membayar mahar dengan harta haram adalah
mahar yang dibayarkan tersebut tidak sah, maka terhadap suami diwajibkan untuk
membayar mahar mitsil, jika harta haram yang dijadikan mahar telah ditentukan dalam
akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan isyarah, adapun jika tidak
ditentukan dalam akad, akan tetapi hanya dengan menyebutkan bilangannya, maka harus
menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan mahar yang disebutkan dalam akad
menurut figh al-Syafi iyyah, tidak dapat member pengaruh terhadap keberlangsungan akad,

karena mahar menurut figh al-Syafi iyyah bukanlah sebahagian dari rukun pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan kedudukan mahar dalam perkawinan menurut figh al-Syafi iyyah,
adalah balasan terhadap manfaat dari seorang istri, yang dapat dijadikan mahar adalah
barang yang sah diperjualbelikan, yaitu, suci, dimiliki, serta berharga, penyabutan mahar
dalam perkawinan menurut perspektif figh al-Syafi iyyah adalah disunatkan, maka sah
nikah sekalipun tidak disebutkan mahar, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat
mempengaruhi sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan menyebut mahar untuk
kesempurnaan akad.

Hukum membayar mahar dengan harta haram menurut figh al-Syafi iyyah adalah

tidak sah, akibat yang ditimbulkan kerana membayar mahar dengan harta haram, suami
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diwajibkan untuk membayar mahar mitsil, jika harta haram yang dijadikan mahar telah
ditentukan dalam akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan isyarah, adapun
jika mahar tidak ditentukan dalam akad, akan tetapi disebutkan jenisnya saja, maka harus
menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan mahar yang disebutkan dalam akad,
tidak dapat memberi pengaruh terhadap keberlangsungan akad, karena mahar menurut figh
al-Syafi’iyyah bukanlah sebahagian dari rukun pernikahan.

Dalam permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia penulis menyarankan jika
hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bersebrangan dengan hukum—hukum
dalam figh al-Syafi iyyah diharapkan kepada masyarakat agar meninggalkan hukum positif
dan berpegang kepada hukum yang terdapat dalam figh al-Syafi iyyah.
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